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RINGKASAN

Kebebasan pers merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan hak asasi
manusia yang penting dalam sistem demokrasi, namun penerapannya berbeda antar
negara. Indonesia menjamin kebebasan pers melalui Pasal 28, 28E ayat (3), dan 28F
UUD 1945 serta UU Pers No. 40/1999 yang melarang penyensoran dan
pembredelan sebagai koreksi era Orde Baru. Thailand mengakui kebebasan pers
dalam Pasal 34 Konstitusi 2017, tetapi membatasinya melalui Pasal 112 KUHP
(lese-majesté) yang mendorong self-censorship terhadap isu kerajaan, militer, dan
politik. Meski Indonesia memberi jaminan lebih luas, kualitas kebebasan pers harus
dinilai dari implementasi. Perbedaan sistem ketatanegaraan turut mempengaruhi
batas kebebasan pers dan kritik terhadap kepala negara. Tujuan penelitian ini adalah
1) untuk menganalisis secara komparatif pengaturan kebebasan pers dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dan Thailand berdasarkan karakter konstitusional
masing-masing negara. 2) Untuk menganalisis batasan kebebasan pers di Indonesia
dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak
asasi manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, konstitusi, doktrin, dan literatur
hukum yang relevan. Tipe penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan
argumentasi dan rekomendasi mengenai penyelesaian permasalahan hukum
berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
komparatif. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan lalu dianalisis secara kualitatif dengan
membaca, menafsirkan, membandingkan, dan mengevaluasi bahan hukum tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh Pertama : Hasil analisis komparatif
menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan pers di Indonesia dan Thailand
mencerminkan karakter konstitusional yang berbeda, namun sama-sama
memperlihatkan kesenjangan antara norma dan praktik (das sollen-das sein).
Indonesia memiliki kerangka hukum yang lebih progresif dan liberal melalui Pasal
28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang diperkuat oleh
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, keberadaan Dewan
Pers sebagai lembaga independen, serta ratifikasi International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,



sedangkan Thailand menjamin kebebasan pers dalam Pasal 34 Konstitusi Tahun
2017 namun membatasinya melalui Pasal 112 KUHP (lese-majesté), Computer
Crime Act, dan mekanisme self-regulatory oleh The National Media Council of
Thailand (NPCT), meskipun juga telah mengaksesi ICCPR sejak 1996. Perbedaan
tersebut berakar pada karakter konstitusional masing-masing negara, yaitu
demokrasi konstitusional di Indonesia yang menempatkan pers sebagai fourth
estate dalam sistem checks and balances serta monarki konstitusional hibrida di
Thailand yang memberikan perlindungan istimewa kepada institusi kerajaan
dengan pengaruh militer yang masih kuat. Meskipun skor Indeks Demokrasi selama
periode 2022-2024 menunjukkan Indonesia secara konsisten sedikit lebih tinggi
daripada Thailand sehingga mengindikasikan kualitas demokrasi yang relatif lebih
baik, selisih skor yang tipis menunjukkan bahwa bentuk negara dan sistem
pemerintahan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi yang
dihasilkan. Menariknya, World Press Freedom Index periode 2024-2026 justru
menempatkan Thailand di atas Indonesia, sehingga memperlihatkan paradoks
bahwa desain konstitusi yang lebih progresif tidak otomatis menghasilkan
perlindungan kebebasan pers yang lebih efektif. Di Indonesia, kesenjangan tersebut
dipengaruhi oleh oligarki media, manipulasi informasi, polarisasi media sosial, self-
censorship, intimidasi terhadap jurnalis, dan lemahnya penegakan hukum sehingga
karakter konstitusionalnya lebih tepat dikategorikan sebagai nilai nominal dengan
unsur normatif yang signifikan. Sebaliknya, meskipun Thailand memiliki kerangka
hukum yang lebih restriktif, penerapannya dalam praktik tertentu cenderung lebih
proporsional dan mampu menjaga ekosistem media yang relatif lebih resilien
sehingga juga tergolong bernilai nominal, namun dengan unsur normatif yang lebih
kuat dalam implementasinya. Dengan demikian, kualitas perlindungan kebebasan
pers pada akhirnya lebih ditentukan oleh konsistensi, integritas, dan
proporsionalitas penegakan hukum oleh institusi negara daripada semata-mata oleh
desain norma konstitusional. Kedua : Hasil pembahasan menunjukkan bahwa
pembatasan kebebasan pers di Indonesia diatur melalui UU Pers, UU ITE, dan
KUHP baru yang harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum
(rechtsstaat) dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3),
Pasal 24 ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28]
ayat (2) UUD NRI 1945. Ditinjau dari prinsip negara hukum, pembatasan tersebut
secara formal telah memenuhi unsur legalitas karena dibentuk melalui proses
legislasi dan berada di bawah pengawasan Mahkamah Konstitusi sebagai the
guardian of the constitution serta Dewan Pers sebagai lembaga independen, namun
belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum karena ketentuan dalam UU
ITE, khususnya Pasal 28 ayat (2), serta KUHP baru, terutama Pasal 218, 219, 240,
241, dan Pasal 433-441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, masih dirumuskan
secara luas dan multitafsir. Ditinjau dari prinsip hak asasi manusia, jaminan
konstitusional atas kebebasan pers telah diakui melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal
28F UUD NRI 1945, sedangkan Pasal 28] ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 5 UU
Pers menegaskan bahwa pembatasan hanya dibenarkan untuk menghormati hak dan



kehormatan orang lain, bukan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.
Namun, ketentuan pidana dalam UU ITE dan KUHP baru masih berpotensi
menimbulkan chilling effect terhadap kerja jurnalistik dan melampaui batas
necessary in a democratic society sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3)
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan General
Comment No. 34. Sebaliknya, UU Pers merupakan instrumen yang paling
memenuhi prinsip negara hukum dan hak asasi manusia karena Pasal 4 melarang
penyensoran dan pembredelan, sedangkan Pasal 5 dan Pasal 13 mengutamakan hak
jawab, hak koreksi, serta penyelesaian etik melalui Dewan Pers tanpa menjadikan
pidana sebagai instrumen utama. Berdasarkan analisis tersebut, pembatasan
kebebasan pers yang konstitusional harus memenuhi delapan karakteristik, yaitu
diatur secara jelas dalam undang-undang, memiliki tujuan yang sah, proporsional,
benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis, tidak digunakan untuk
membungkam kritik, mengutamakan mekanisme etik, menempatkan pidana
sebagai ultimum remedium, serta diawasi oleh lembaga independen. Dengan
demikian, pembatasan kebebasan pers yang sesuai dengan prinsip negara hukum
dan hak asasi manusia adalah pembatasan yang menjaga keseimbangan antara
kebebasan berekspresi dan perlindungan hak orang lain, bukan pembatasan yang
mempersempit ruang kritik terhadap pemerintah.
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ABSTRAK
Kata Kunci : Kebebasan Pers, Perbandingan Hukum, Karakter Konstitusional

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis secara komparatif
pengaturan kebebasan pers dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Thailand
berdasarkan karakter konstitusional masing-masing negara. 2) Untuk menganalisis
batasan kebebasan pers di Indonesia dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip
negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, konstitusi, doktrin, dan literatur
hukum yang relevan. Tipe penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan
argumentasi dan rekomendasi mengenai penyelesaian permasalahan hukum
berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
komparatif. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan lalu dianalisis secara kualitatif dengan
membaca, menafsirkan, membandingkan, dan mengevaluasi bahan hukum tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh Pertama : bahwa pengaturan kebebasan
pers di Indonesia dan Thailand sama-sama memperlihatkan kesenjangan antara
norma dan praktik (das sollen-das sein). Indonesia memiliki kerangka
konstitusional yang lebih progresif melalui UUD NRI Tahun 1945, UU Pers,
Dewan Pers, dan ratifikasi ICCPR, sedangkan Thailand menerapkan pembatasan
yang lebih ketat melalui ketentuan lese-majesté dan Computer Crime Act.
Meskipun skor Indeks Demokrasi Indonesia pada periode 2022-2024 sedikit lebih
tinggi, World Press Freedom Index 2024-2026 justru menempatkan Thailand di
atas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan kebebasan
pers lebih ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum daripada desain norma
konstitusional. Kedua : pembatasan kebebasan pers di Indonesia harus memenuhi
prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. UU Pers merupakan instrumen yang
paling sesuai karena mengutamakan mekanisme etik, hak jawab, dan ultimum
remedium, sedangkan UU ITE dan KUHP baru masih berpotensi menimbulkan
chilling effect akibat rumusan yang multitafsir. Oleh karena itu, pembatasan yang
konstitusional harus jelas, sah, proporsional, diperlukan dalam masyarakat
demokratis, tidak membungkam kritik, serta diawasi oleh lembaga independen.
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ABSTRACT
Keywords: Press Freedom, Comparative Law, Constitutional Character

The objectives of this study are: 1) to conduct a comparative analysis of the
regulation of press freedom in the constitutional systems of Indonesia and Thailand
based on the constitutional characteristics of each country; and 2) to analyze the
limitations on press freedom in Indonesia and assess their compatibility with the
principles of the rule of law and the protection of human rights.

The research method used is normative legal research, which involves
examining relevant laws and regulations, the constitution, legal doctrine, and legal
literature. This type of research is prescriptive in nature, meaning it provides
arguments and recommendations for resolving legal issues based on applicable
legal principles. The approaches used include a statutory approach, a conceptual
approach, and a comparative approach. The legal materials consist of primary,
secondary, and tertiary sources collected through a literature review and then
qualitatively analyzed by reading, interpreting, comparing, and evaluating them.

The research findings are as follows: First : that the regulation of press
freedom in Indonesia and Thailand both reveal a gap between norms and practice
(das sollen-das sein). Indonesia has a more progressive constitutional framework
through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Press Law, the
Press Council, and the ratification of the ICCPR, while Thailand imposes stricter
restrictions through lese-majesté provisions and the Computer Crime Act. Although
Indonesia’s Democracy Index score for the 2022—2024 period is slightly higher,
the 2024-2026 World Press Freedom Index actually ranks Thailand above
Indonesia. This indicates that the effectiveness of press freedom protections is
determined more by the consistency of law enforcement than by the design of
constitutional norms. Second : Restrictions on press freedom in Indonesia must
comply with the principles of the rule of law and human rights. The Press Law is
the most appropriate instrument because it prioritizes ethical mechanisms, the right
of reply, and the principle of ultimum remedium, whereas the ITE Law and the new
Criminal Code still have the potential to create a chilling effect due to their open-
to-interpretation wording. Therefore, constitutional restrictions must be clear,
lawful, proportional, necessary in a democratic society, not intended to silence
criticism, and subject to oversight by independent institutions.
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